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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji pengaruh pelaksanaan self 
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di 
Kabupaten Tegal, 2) menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tegal, 3) menguji pengaruh 
kualitas pelayanan �iskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di 
Kabupaten Tegal, 4) menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey 
dengan menyebar pertanyaan untuk responden dalam bentuk kuesioner. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 376 wajib pajak 
restoran yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 
Tegal. Jumlah wajib pajak restoran yang dijadikan sampel penelitian adalah 63 
wajib pajak restoran. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan 
aplikasi SPSS Statistics 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif dan signi�ikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pengetahuan pajak berpengaruh 
positif dan signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kualitas 
pelayanan �iskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 
Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran.  
Kata Kunci: Self Assessment System, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan 
Fiskus, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak 

Pendahuluan 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan persoalan 
kesadaran yang akan memberikan pengaruh terhadap kehendak ketika 
melakukan pembayaran pajak. Seorang wajib pajak yang taat kepada tindakan 
dalam membayar pajak yang diwajibkan kepada dirinya secara tepat waktu dan 
tidak mempunyai pembayaran yang menunggak (Dewi & Pravitasari, 2022). 
Kepatuhan wajib pajak di negara Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini 
dikarenakan masyarakat Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak 
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semakin lama semakin memberatkan sehingga menjadikan wajib pajak enggan 
untuk membayar pajak. Selain itu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 
juga dikarenakan masyarakat Indonesia membayar pajak hanya untuk 
menghindari adanya pemeriksaan dan sanksi pajak (Ermawati & A�i�i, 2018). 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia & Hapsari (2018) menyatakan 
bahwa kepatuhan wajib pajak yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Tegal menurun, hal ini dilihat dari jumlah pegawai 
yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Wajib Pajak 
di kantor tersebut tidak melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, mereka 
seringkali mengkolekti�kan SPT kemudian diberikan kepada Bendahara Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk dilaporkan ke kantor 
pajak. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa wajib pajak tidak patuh terhadap 
kewajiban perpajakannya dan juga telah melanggar aturan perpajakan. 
Noermansyah et al., (2018) melakukan sebuah penelitian yang menyatakan 
bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal masih 
sangat rendah.  Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor mengalami 
peningkatan namun tidak dengan pemenuhan kewajiban dalam membayar 
pajaknya. Pada penelitian tersebut disebutkan jumlah tunggakan kendaraan 
bermotor meliputi jenis sepeda motor roda dua, roda tiga dan roda empat yaitu 
sejumlah 58.130 unit. Masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor masih 
cukup tinggi walaupun pihak UPPD Kabupaten Tegal telah memberikan 
pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.  
Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ditunjukkan dalam berita Radar Tegal 
pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Komisi II 
DPRD Kabupaten Tegal pesimis terkait dengan target pendapatan asli daerah 
atau PAD untuk tahun 2023 yaitu sebesar Rp222 miliar tidak akan tercapai. Hal 
ini dikarenakan pajak yang dikelola Bapenda Kabupaten Tegal hingga bulan 
Agustus 2023 kemarin belum diperoleh sampai angka 50%. Beliau mengatakan 
bahwa pihak dari Bapenda dalam mendorong target pajak ini kurang maksimal. 
Dibuktikan bahwa perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga awal 
Agustus 2023 baru mencapai Rp57,8 miliar atau sekitar 40% dari yang 
ditargetkan. Selanjutnya, pajak minerba baru tercapai Rp1,9 miliar atau 19% 
dari target yang sebesar Rp10 miliar. Kemudian target pajak hotel yang sebesar 
Rp8,5 miliar, baru tercapai Rp2 miliar atau 23%. Target pajak restoran sebesar 
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Rp20 miliar dikhawatirkan tidak akan tercapai, hal ini dikarenakan hingga awal 
Agustus 2023 kemarin realisasi perolehan pajak restoran baru mencapai Rp4,7 
miliar atau 23%. Berita ini mengatakan bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Tegal 
memandang para wajib pajak di Kabupaten Tegal tidak antusias dalam 
membayar pajaknya. Sikap wajib pajak yang seperti itu akan membuat 
penerimaan pajak daerah akan turun. Jika penerimaan pajak daerah tersebut 
semakin turun, maka akan mengakibatkan rasio pajak tidak bergerak naik 
secara signi�ikan. 
Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan 
pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah diharuskan dapat 
mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum 
diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada diatasnya (Riduansyah, 
2003). Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pungutan pajak daerah yang 
mana dapat berguna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
tentunya juga didasari dengan sikap patuh masyarakat dalam membayar pajak 
secara rutin. Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu sumber 
keuangan daerah. PAD berasal dari berbagai hasil penerimaan daerah, pertama 
yaitu pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, 
retribusi merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk membayar 
layanan atau untuk mendapatkan otorisasi tertentu yang diberikan atau secara 
tegas diberikan oleh pemda untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Ketiga, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipsahkan yang merupakan Pendapatan 
daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencakup 
laba dalam penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas 
penyertaan modal milik negara. Terakhir, lain-lain pendapatan yang sah 
termasuk penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan 
transfer dari pemerintah pusat yang meliputi dana darurat, hibah, dan lain-lain 
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi 
penerimaan PAD Kabupaten Tegal salah satunya berasal dari pajak daerah. 
Tabel 2.1 berikut menampilkan realisasi penerimaan pajak daerah termasuk 
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pajak restoran di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sampai dengan tahun 
2022. 
Tabel 2. 1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-
2022 

Jenis Obyek Pajak Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal 
2020 2021 2022 

Pajak PBB-P2 (SPPT) 422.893.771 541.374.947 2.625.056.143 
Pajak Hotel 
(Hotel/Penginapan) 4.665.435.647 6.405.637.928 8.272.614.698 

Pajak Restoran (Restoran, 
RM, Catering) 

200.361.654 167.703.008 882.728.599 

Pajak Hiburan (Event) 2.328.737.989 2.546.837.371 2.857.241.194 
Pajak Reklame (Jenis tertentu) 49.109.153.663 51.194.073.608 60.885.465.754 
Pajak Parkir (Titik lokasi 
parkir) 134.945.940 236.367.650 339.910.150 

Pajak Air Bawah Tanah (Lokasi 
sumur ABT) 

425.829.080 503.544.714 635.406.374 

Pajak Sarang Burung Walet 
(Gedung walet) 

3.100.000 3.100.000 3.100.000 

Pajak Minerba (Titik kuari) 407.706.014 1.556.573.470 5.056.466.360 
Pajak Penerangan Jalan (Lemb. 
Rekening) 

41.645.201.471 44.171.832.158 47.173.961.311 

Pajak BPHTB (Transaksi) 25.885.601.646 35.832.212.694 44.512.166.023 
Sumber: BPS Kabupaten Tegal (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tegal) 
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pendapatan pajak restoran mempunyai 
kontribusi yang cukup besar. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan pajak 
restoran sebesar Rp200.361.654. Selanjutnya, pada tahun 2021 sebesar 
Rp167.703.008 yang mana angka realisasi tersebut turun dari tahun 
sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 angka realisasi naik drastis yaitu 
menjadi sebesar Rp882.728.599.  
Penelitian yang dilakukan oleh Masari & Suartana (2019) menjelaskan bahwa 
kepatuhan wajib pajak dipengaruhi positif oleh pengetahuan pajak, kualitas 
pelayanan, pemeriksaan pajak dan teknologi. Penelitian ini didukung oleh 
Anjanni et al., (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan self assessment 
system, pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut tidak selaras 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahyuliza et al., (2021) mengenai 
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pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan 
kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut 
memperlihatkan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas pelayanan dan 
pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Dewi & Pravitasari (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas 
pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dimana hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak 
dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai 
pelaksanaan self assessment system, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan 
�iskus dan pemeriksaan pajak masih terdapat hasil yang tidak konsisten. 

Teori dan Pengambangan Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku 
Terencana yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Asumsi dasar 
dalam teori ini yaitu mengenai bagaimana seorang individu berperilaku atau 
bertindak dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi 
yang tersedia yang telah mereka ketahui. Perilaku individu dapat terjadi karena 
adanya niat individu tersebut untuk melakukan sesuatu (Aisyah & Satwiko, 
2022). Faktor-faktor munculnya niat untuk berperilaku tersebut yaitu sikap 
(behavioral beliefs), norma subjektif (normative beliefs), dan persepsi control 
perilaku (control beliefs). 
Penelitian ini terdapat behavioral beliefs berupa self assessment system. Wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya harus memahami dengan baik 
tentang perpajakan dan pelaksanaan kewajiban tersebut berdasarkan self 
assessment system. Normative beliefs dalam penelitian ini berupa pemeriksaan 
pajak dan kualitas pelayanan �iskus.  Pemeriksaan pajak dapat dijadikan 
motivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu dengan jumlah yang benar. 
Pelayanan petugas yang baik juga dapat memuaskan wajib pajak yang mana 
akan mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku taat pajak.  
Control beliefs pada penelitian ini yakni berupa pengetahuan pajak. 
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Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berhubungan dengan persepsi 
wajib pajak dalam menentukan perilaku untuk membayar pajaknya. 
Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan dimana wajib pajak 
mencatat, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri dengan begitu wajib 
pajak tersebut tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya (Febtrina et al., 
2022). Wajib pajak yang sadar akan pentingnya manfaat pajak, maka akan 
mengisi dan melaporkan semua data dan penghasilan yang diperoleh secara 
jujur dan sukarela yang berguna untuk membantu menyelenggarakan 
pembangunan negara. Jika pelaksanaan self assessment system tersebut 
dilakukan dengan benar maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 
pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Febtrina et al. (2022)  yang menunjukkan bahwa pelaksanaan self assessment 
system memiliki pengaruh yang signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif dan signi�ikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
Pengetahuan wajib pajak merupakan penangkapan suatu informasi terkait 
dengan aturan perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang oleh setiap 
wajib pajak (Putrinur’aini & Pravitasari, 2022). Wajib pajak yang menguasai 
pengetahuan tentang perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan 
kewajiban pajaknya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki 
wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. 
Seorang wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan perpajakan 
cenderung tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi peraturan 
perpajakan baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penelitian 
yang dilakukan oleh Masari & Suartana (2019) menyatakan bahwa 
pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini didukung oleh Mahyuliza et al. (2021), Putrinur’aini & Pravitasari 
(2022), dan Anjanni et al. (2019) yang menunjukkan hasil penelitian yang 
sepadan yakni pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signi�ikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 



 

35 

Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan wajib pajak serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi 
harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara 
membandingkan presepsi para wajib pajak atas pelayanan nyata yang mereka 
terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Kualitas 
pelayanan �iskus dilakukan oleh petugas pajak yang mana akan memengaruhi 
persepsi perilaku wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh �iskus, maka diharapkan wajib pajak cenderung akan mematuhi kewajiban 
pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati et al., (2019) dan Sari & 
Asy’ari, (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signi�ikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kualitas pelayanan �iskus berpengaruh positif dan signi�ikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada 
pengumpulan data yang kemudian dikerjakan sesuai dengan aturan 
pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan setiap 
wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak 
berguna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk 
tujuan lain yakni guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya 
apabila adanya pemeriksaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Masari & 
Suartana, (2019) dan Putrinur’aini & Pravitasari, (2022) menyatakan bahwa 
pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signi�ikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian 
kuantitatif ini dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian, analisa 
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji dan 
membuktikan hipotesis yang telah dibuat/ditetapkan. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, yang 
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bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal pada tahun 2021 hingga tahun 
2023 yang berjumlah 376 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling 
merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. 
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi 
atau badan yang mengusahakan restoran mencakup rumah makan, kafetaria, 
dan warung yang masih beroperasi sampai saat ini. Jumlah wajib pajak 
restoran yang dijadikan sampel penelitian adalah 63 wajib pajak. 
Tabel 2. 2 Hasil Purposive Sampling 

Kriteria Sampel Jumlah 
Populasi wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda 
Kabupaten Tegal pada tahun 2021 - 2023 

376 

Pengurangan sampel kriteria 1: 
Wajib pajak restoran yang menyelenggarakan kegiatan di luar 
lokasi usaha 

 
(250) 
 

Pengurangan sampel kriteria 2: 
Wajib pajak restoran yang sudah tidak beroperasi lagi (63) 

Total Sampel 63 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) 
sedangkan variabel independen yaitu self assessment system (X1), pengetahuan 
pajak (X2), kualitas pelayanan �iskus (X3) dan pemeriksaan pajak (X4). De�inisi 
operasional variabel dapat dijelaskan pada tabel 3. 
Tabel 2. 3 De�inisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Y) 

Tindakan wajib pajak 
dalam pemenuhan 
kewajiban 
perpajakannya sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dan peraturan 
pelaksanaan perpajakan 
yang berlaku dalam 
suatu negara. 

Kepatuhan dalam mendaftar 
ke kantor pajak 
Kepatuhan melaporkan SPT 
tepat waktu 
Kepatuhan dalam menghitung 
dan membayar pajak dengan 
benar 
Kepatuhan dalam membayar 
tunggakan pajak 
(Safelia & Hernando, 2023) 

Likert  
1-5 
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Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 
Self 
Assessment 
System (X1) 

Suatu sistem perpajakan 
dimana wajib pajak 
mencatat, melaporkan, 
dan membayar pajaknya 
sendiri dengan begitu 
wajib pajak tersebut 
tidak merasa terbebani 
dengan jumlah pajaknya. 

Mendaftarkan diri ke KPP 
Menghitung pajak oleh Wajib 
Pajak. 
Membayar pajak dilakukan 
sendiri oleh Wajib Pajak. 
Pelaporan dilakukan oleh 
Wajib Pajak. 
(Anjanni et al., 2019) 

Likert  
1-5 

Pengetahuan 
Pajak (X2) 

Penangkapan suatu 
informasi terkait dengan 
aturan perpajakan yang 
telah diatur dalam 
undang-undang oleh 
setiap wajib pajak. 

Pengetahuan akan fungsi pajak 
Pengetahuan akan peraturan 
perpajakan 
Pengetahuan akan tarif dan 
tata cara pelaporan pajak. 
(Nasiroh & Afiqoh, 2022) 

Likert  
1-5 

Kualitas 
Pelayanan 
Fiskus (X3) 

Cara petugas pajak 
dalam membantu 
mengurus atau 
menyiapkan segala 
keperluan yang 
dibutuhkan wajib pajak.  

Fiskus memberikan prosedur 
pelayanan perpajakan. 
Cara membayar pajak yang 
benar 
Cara membayar pajak dengan 
mudah dan efisien. 
(Safelia & Hernando, 2023) 

Likert  
1-5 

Pemeriksaan 
Pajak (X4) 

Suatu kegiatan yang 
mengacu pada 
pengumpulan data yang 
kemudian dikerjakan 
sesuai dengan aturan 
pemeriksaan dengan 
tujuan untuk 
mengetahui sejauh mana 
kepatuhan setiap wajib 
pajak saat melaksanakan 
kewajiban 
perpajakannya.  

Pemeriksaan pajak untuk 
menguji kepatuhan kewajiban 
perpajakan 
Pemeriksaan khusus perlu 
dilakukan apabila ada tindak 
pidana di bidang perpajakan 
Pemeriksaan mendorong 
wajib pajak untuk jujur 
Pemeriksaan rutin untuk 
pengawasan terhadap wajib 
pajak 
(Fhyel, 2018) 

Likert  
1-5 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data diperoleh langsung dari sumber ahli 
atau pertama. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 
metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang 
diolah menggunakan aplikasi SPSS Statistic 26. 
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Hasil 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Hasil uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
1 item yang tidak valid dan 47 item valid. Sehingga item yang tidak valid 
tersebut dihapus dari instrumen penelitian tanpa membuat item pengganti 
dikarenakan item yang tidak valid tersebut sudah diwakilkan oleh item lain. 
Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan valid dengan jumlah 
pernyataan 47 item. 
Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. SPSS Windows memberikan fasilitas 
untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha (α). Hasil uji 
reliabilitas instrumen penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 
Alpha seluruh variabel lebih dari 0,60 sehingga konstruk dinyatakan reliabel. 
Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan nilai 
rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan deviasi standar masing-
masing variabel independen dan variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk 
melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 
memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Berikut ini dapat dilihat 
hasil dari analisis deskriptif variabel-variabel penelitian ini. 
Tabel 2. 4 Analisis Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kepatuhan Wajib Pajak 63 31.00 50.00 43.7937 4.27354 
Self Assessment System 63 30.00 45.00 39.0794 3.81128 
Pengetahuan Pajak 63 25.00 40.00 34.3333 3.74166 
Kualitas Pelayanan Fiskus 63 18.00 35.00 29.3492 3.55219 
Pemeriksaan Pajak 63 37.00 61.00 50.4921 5.22979 
Valid N  63         

Sumber: data primer yang diolah, 2024. 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas 
residual, multikolinieritas, dan heterokedastis pada model regresi. Hasil uji 
normalitas masing-masing variabel terhadap nilai residual untuk jumlah 
sebanyak 63 unit analisis sebesar 0,200. Nilai signi�ikan tersebut lebih besar 
dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi 
normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas 
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dari masalah multikolinearitas dikarenakan nilai VIF pada variabel-variabel 
tersebut kurang dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10. 
Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai 
signi�ikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 
terdapat masalah heteroskedastisitas. 
Uji regresi linear berganda digunakan untuk tujuan menguji hubungan apakah 
variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan 
seberapa besar pengaruhnya dari empat variabel bebas terhadap variabel 
terikat dalam penelitian ini. 
Tabel 2. 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coef�icients 

Standardized 
Coef�icients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 6.803 4.895  1.390 .170 

  
Self Assessment 
System .400 .142 .357 2.813 .007 

  
Pengetahuan 
Pajak .358 .134 .313 2.671 .010 

  

Kualitas 
Pelayanan 
Fiskus .110 .163 .091 .673 .504 

  
Pemeriksaan 
Pajak .116 .103 .142 1.119 .268 

Sumber: data primer yang diolah, 2024. 
Output diatas dari tabel Coef�icients digunakan untuk menggambarkan 
persamaan regresi berikut ini: 
𝑌𝑌 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2𝑋𝑋2 + 𝑏𝑏3𝑋𝑋3 + 𝑏𝑏4𝑋𝑋4  atau 
Kepatuhan Wajib Pajak = 6,803 + 0,400 X1 + 0,358 X2 + 0,110 X3 + 0,116 X4  
Nilai Konstanta sebesar 6,803 menyatakan bahwa apabila variabel self 
assessment system, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan �iskus, dan 
pemeriksaan pajak konstan dan tidak berubah maka nilai variabel kepatuhan 
wajib pajak restoran sejumlah 6,803 atau 68,03%.  
Koe�isien regresi variabel self assessment system sebesar 0,400 yang 
mengartikan bahwa tiap kenaikan 1 persen dalam variabel self assessment 
system maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 
0,400. 
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Koe�isien regresi variabel pengetahuan pajak sejumlah 0,358 yang 
mengartikan tiap peningkatan 1 persen dalam variabel pengetahuan pajak 
maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,358. 
Koe�isien regresi variabel kualitas pelayanan �iskus sejumlah 0,110 yang 
artinya bahwa tiap kenaikan 1 persen dalam variabel kualitas pelayanan �iskus 
maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,110.  
Koe�isien regresi variabel pemeriksaan pajak sejumlah 0,116 yang 
mengartikan tiap peningkatan 1 persen dalam variabel pemeriksaan pajak 
maka dapat meingkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,116.  
Tabel 2. 6 Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Koefisien 
Beta 

Signifikansi 
(a=5%) 

Hasil 

1 Pelaksanaan self assessment system 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak 

0,400 0,007 Diterima 

2 Pengetahuan pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak 

0,358 0,010 Diterima 

3 Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

0,110 0,504 Ditolak 

4 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak 

0,116 0,268 Ditolak 

Sumber: data primer yang diolah, 2024. 
Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa self assessment 
system berpengaruh positif signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran diterima. Teori yang digunakan dalam hipotesis pertama pada 
penelitian ini merupakan theory of planned behaviour (TPB). Pada theory of 
planned behaviour terdapat tiga faktor munculnya niat untuk berperilaku, salah 
satunya adalah sikap (behavioral beliefs). . Hasil penelitian ini sejalan dengan 
temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febtrina et al. (2022) yang 
menemukan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif 
dan signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun bertentangan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharli & Sutandi (2023) yang 
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mengemukakan bahwa self assessment system tidak dipengaruhi secara 
signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diterima. Teori 
yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak yaitu theory of planned behavior. Pada theory of planned 
behaviour terdapat tiga faktor munculnya niat untuk berperilaku, salah satunya 
adalah persepsi kontrol perilaku (control beliefs). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang maka akan 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar 
kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahyuliza et al. (2021), Putrinur’aini 
& Pravitasari, (2022), dan Anjanni et al. (2019) yang menemukan bahwa 
pengetahuan perpajakan berpengaruh signi�ikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak restoran. Penelitian-penelitian tersebut tidak sepadan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Nasiroh & A�iqoh (2022) yang menyatakan bahwa 
pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan 
�iskus berpengaruh positif signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 
ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan �iskus 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Tingkat 
pelayanan yang berkualitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
upaya meningkatkan pendapatan daerah, namun melihat hasil penelitian ini 
menunjukkan walau sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh �iskus, 
belum dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak sesuai 
dengan waktu jatuh tempo pajaknya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor 
internal dari wajib pajak, walaupun wajib pajak sadar bahwa pelayanan yang 
diberikan oleh petugas sudah cukup baik dan untuk membayar pajak di zaman 
ini sudah dapat melalui platfrom digital, namun hal tersebut tidak membuat 
kepatuhan wajib pajak meningkat atau tidak timbul sebuah niat untuk 
berperilaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Mahyuliza et al. (2021) yang menemukan bahwa kualitas 



 

42 

pelayanan �iskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 
Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati 
et al. (2019) dan Sari & Asy’ari (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 
berpengaruh signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak 
berpengaruh positif signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 
ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak 
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian yang 
dilakukan oleh Riyadi et al. (2021) menyatakan bahwa strategi penerapan 
pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu 
memberikan hasil yang efektif dan e�isien. Jika wajib pajak sudah memiliki 
kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tindakan seperti 
edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran 
pajak terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Mahyuliza et al. (2021) dan Dewi & Pravitasari (2022) 
yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak restoran. Namun, penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Masari & Suartana (2019) dan Putrinur’aini & 
Pravitasari (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh 
yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif dan signi�ikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pengetahuan pajak berpengaruh 
positif dan signi�ikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kualitas 
pelayanan �iskus tidak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pemeriksaan 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau �iskus sudah melakukan pelayanan 
yang baik, tetapi belum dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar 
pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo pajaknya, maka diperlukan adanya 
kesadaran dari diri wajib pajak tersebut. Oleh karena itu bagi peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian seperti 
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kesadaran wajib pajak untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan pemeriksaan pajak 
tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan e�isien. Jika wajib pajak sudah 
memiliki kepatuha akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tindakan 
seperti sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak 
terutang. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan 
penambahan variabel penelitian seperti sosialisasi perpajakan untuk menguji 
variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 
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